BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PA MALANG NOMOR :

297/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

A. Profil P
1. 1

I 150 No.

1 dengan

I h Kota

\ amatan

I mpang,

S ji. Dan
S

I sampai

¢ | sejuk.

S o e e =~ - amee rmememngy —smememp—-i 1ahan

seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam
bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang
pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

2. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang

Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan
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orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah."3

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya,

Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman,”™

2006,

an bagi

perkara

Artinya

a Islam

a-sama

hal ini
t yang
iwinan,
konomi

syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban

3 Mahkamah Agung R, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 68.

"*Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan
Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesis, (Yogyakarta: UII Press, 1993),
40.

 Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Th.
1989 tentang Peradilan Agama.
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memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau
penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.’®
b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Kota Malang membawahi 5 kecamatan, yaitu:

¢ a Kota

1 sutusan

dan
bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin
keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu
memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

b. Misi

7 Lihat pasal 41 sub ¢ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan
atau rintangan schingga tercapai pelayanan penerimaan perkara
secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya schingga

ercapai

dapat
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B. Duduk Perkara
Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh
Pengadilan Agama Kota Malang, yang terdaftar dengan nomor registrasi

297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

I sebagai
berikut - 1 Hadi,
SH..MH hakim
anggota

F Juwadi
adalah s »Gg 1
No. 16 } adalah
Ngatmir - tidak
dikaruni ingkat,
yang m yaitu
Sudarm:

Setelah itu Juwadi menikah lagi dengan Rukini, yang merupakan janda
darin H. Asnawi. Dalam perkawinannya dengan H. Asnawi, Rukini dikaruniai
empat anak yaitu: Gatot Subroto, Siti Sundari, Moch. Abdul Kadir Jaelani, dan
Lianah, yang merupakan para penggugat. Dan istri ketiganya adalah Sugiati,

dimana ketika menikah dengan Juwadi hanya dilakukan dengan cara perkawinan
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agama dan tidak dicatatkan di KUA setempat, yang masa sekarang sering
disebut dengan perkawinan sirri.
Kemudian atas usaha serta jerih payah Rukini dan Juwadi kurang lebih

pada tahun 1994 membeli sebidang tanah dan kemudian didirikan penginapan I

Losmen 1 1.220
meter p dengan
hotel P dengan
batas-be
Sebelah
Sebelah
Sebelah
Sebelah

F it, dan
diikuti . Setelah
Juwadi : ! untuk

membicarakan obyek sengketa, namun tanpa sepengetahuan para penggugat
akhirnya obyek sengketa beserta sertifikat tanahnya dikuasai oleh para tergugat
secara sepihak dan tanpa ijin kepada para penggugat sebagai ahli waris yang
sah. Kemudian penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat adalah tidak
benar dan melawan hukum, karena obyek sengketa tersebut adalah harta

bersama antara Rukini dan Juwadi, sehingga yang berhak adalah bukan tegugat,
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melainkan hak dari Rukini dan Juwadi, karena Rukini sudah meninggal dunia
makanya haknya jatuh kepada para anaknya yaitu para penggugat.
Terlebih lagi tergugat I adalah istri pertama dari Juwadi maka secara

hukum tidak memiliki hak atas harta gono gini Juwadi dengan Rukini, dan

terguga adalah
suami « 1punyai
hubung:

I ik-baik
kepada kannya
kepada . 1 sudah
pula dit iikukuh
untuk 1 sudah
seharust it dan
menyer¢

I sangat

dirugikan jadi sudah sepantasnya para tergugat dihukum untuk membayar ganti
rugi kepada para penggugat secara tanggung renteng dengan perincian sebagai
berikut:

1. Kerugian materiil, penggugat tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa

yaitu hasil dari pengelolaan hotel jika pertahun menghasilkan Rp.1.000.000
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jika dikalikan empat tahun menjadi Rp. 4.000.000 yaitu sejak tahun 2005-
2009. Biaya pengurusan perkara oleh advokat sebesar Rp.150.000.000
2. Kerugian immateriil yaitu perasaan malu, beban moral yang dirasakan oleh

penggugat selama obyek sengketa dikuasai oleh para tergugat dan selama

pros 3 maka
kenu

3. Bah ikan isi
putt ) setiap
hari eketika
sete

4. Dan obyek
seng - sangat
reler a yang
diku ;anakan
puti naupun
kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan penggugat, maka para
penggugat mohon kepada majlis hakim yang memeriksa perkara ini untuk
mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para tergugat seluruhnya.

2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Rukini.
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Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Rukini dan
Juwadi.

Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat adalah

perbuatan melawan hukum.

Me engketa
unt1 la para
pen;

Mer gadilan
Aga

Mer renteng
ken ita oleh
para n untuk
men

Mer renteng
keru

Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya
pengurusan perkara oleh Advokat sebesar Rp. 150.000.000.

Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.
1.000.000 perhari setiap kali keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini

kepada penggugat secara tunai dan seketika.
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11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada
verzet, maupun banding, maupun kasasi.
12. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim yang Digunakan dalam Memutuskan

Perkara
] nunakan
dalam r zai ahli
waris d m yang
memutt
1 i yaitu
sebagi t
1. Dal 1 damai
yait , hakim
mel Nomor:
297

2. Menimbang bahwa sesuai pasal 171 KHI didalam gugatan waris harus
ditentukan ahli waris, harta warisan serta bagian ahli waris masing-masing.
Dalam perkara ini adalah perkara waris, dimana yang disengketan adalah
harta peninggalan juwadi alm. Setelah penggugat mengajukan gugatnnya

pada tanggal 01 Maret 2010 dan mendapatkan jawaban tergugat lewat
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bantahannya pada tanggal 10 Mei 2010, maka majlis hakim harus menilai
alat-alat bukti dari penggugat dan tergugat.
Menimbang bahwa semasa hidupnya alm. Juwadi telah membuat surat

wasiat terhadap obyek sengketa yang diberikan kepada istrinya Ngatmini

(ist: t 2002
seb: Hukum
Isla ranyak-
ban ujuinya
.(ay: i waris
han bahwa
was stujuan
dari wasiat
dib lak sah
sest wasiat
bag hakim

berpendapat bahwa wasiat Juwadi alm. Yang diberikan kepada Ngatmini
tidak mempunyai hukum. Dengan demikian akta hibah No.
45/Kepanjen/2007 tanggal 16-2-2007 dan sertifikat hak milik No. 98 atas
nama Sri Hariyati, gambar situasi No. 7302/1991 tanggal 26-12-1991 tidak

mempunyai kekuatan hukum pula.
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4. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta
para saksi dipersidangan dan bukti T.6, bahwa Juwadi telah meninggal
dunia pada tanggal 19 Agusttus tahun 2005 karena sakit.

5. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat maupun

sak stri sah
yail an T.5,
sed rai istri
ket: maksud
pas hakim
mel

6. Me ‘h para
pen s hakim
mel Juwadi
den ra tidak
mel i suami

yang pertama dan selanjutnya menjadi para penggugat. Hal ini diakui oleh
tergugat bahwa para penggugat bukan anak dari alm. Juwadi, akan tetapi
anak bawaan Rukini dari suami yang pertama. Menimbang, bahwa dengan
demikian alm. Juwadi wafat dengan meninggalkan ahli waris 2 orang istri

yaitu Ngatmini dan Rukini.
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Menimbang bahwa Rukini (istri kedua) alm. Juwadi telah meninggal
terlebih dahulu pada tahun 2003, sedangkan Ngatmini (istri 1) dari alm.
Juwadi masih hidup sampai saat ini. Oleh sebab itu majlis hakim

menetapkan bahwa ahli waris dari alm. Juwadi adalah Ngatmini.

Me as, alm.
Juv di jalan
Par epanjen
Kal imbang
bah Juwadi
den Juwadi
me! ma alm.
Juw engketa
dip i kedua
Rul -ersebut
mel mpilasi

Hukum Islam pasal 94, maka harus dibagi 1/3 untuk bagian masing-masing.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majlis hakim
menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama dari ketiganya,
sehingga masing-masing berhak mendapatkan 1/3 bagian, dan menghukum

tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian kepada Rukini, oleh karena Rukini
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sudah meninggal maka diserahkan kepada para penggugat sebagai ahli waris

dari Rukini.

Menimbang bahwa 1/3 bagian dari harta bersama yang menjadi bagian alm.

Juwadi harus dibagi kepada ahli warisnya. Oleh karena alm. Juwadi tidak

me
me
ah|
bei
Isl:
wa
Ol
173
Me
Ng

har

sih hidup
nggalkan
kat yang
ii Hukum
ui wasiat
igkatnya.

ti adalah

kepada
:elebihan

scara rad

dengan syarat adanya ashabul furudl, tidak adanya orang yang mendapatkan

‘asabah, dan adanya kelebihan harta. Oleh karena dalam perkara ini, tidak

adanya ashabul furudl akan tetapi ada istri, sesuai dengan ketentuan waris

tidak dapat memperoleh rad karena hubungan kerabat dengan alm. bukan

kerabat nasabiyah, melainkan kerabat sababiyah yaitu hubungan kerabat

yang dihasilkan dari adanya perkawinan. Dengan demikian majlis hakim
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memutuskan untuk memberikan kelebihan harta warisan alm. Juwadi untuk

Baitul Mal. Menimbang, bahwa di Indonesia keberadaan Baitul Mal tidak

jelas maka majlis hakim berpendapat bahwa kelebihannya diperuntukkan

kepada LAZIZ di Kecamatan, dimana harta tersebut berada.

Me
met
bers
Jala
tida
repl
bers
diat
den
dike

Mei

tergugat
gi harta
purna di
tergugat

dalam
gi harta
tersebut
iperkuat

harus

jaminan

oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang 9 Desember 2010 schingga atas

obyek sengketa yaﬁg telah dilakukan sita jaminan tersebut majlis hakim

menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

Menimbang bahwa penggugat juga menuntut uang ganti rugi materiil

maupun immateriil, majlis hakim berpendapat tuntutan mana tidak cukup

alasan untuk dikabulkan, maka gugatannya harus ditolak. Dan begitu juga
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tuntutan terhadap uang paksa, maka majlis hakim tidak bisa mengabulkan
dengan berdasarkan yurisprodendi MARI Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal26-
2-1972 dan putusan MARI Nomor: 307 K/Sip/1976, tanggal 7-12-1976,

maka uang paksa tidak dapat dilaksanakan eksekusi.

Mer ni dapat
dija kasasi,
maj guatkan
pert hkamah
Agt ! edaran
Mal }, maka
putt

Mer s majlis
haki rian dan
mer

I srikut:

Menurut saya nikah sirri itu nikah yang dilakukan diluar KUA atau tempat
pencatatan nikah dan juga tidak di catatkan, jadi bisa di masjid ataupun
dirumah yang hanya dilakukan dengan ijab qabul yang menggunakan kyai
atau pak ustadz tanpa adanya pencatatan. Nikah sirri yang telah memenubi
syarat dan rukunnya nikah itu sah menurut hukum Islam, tetapi tidak sah
menurut hukum positif di Indonesia karena tidak adanya pencatatan terhadap
perkawinan tersebut. Jadi nikah sirri di Indonesia itu tidak pernah dianggap
terjadi sehingga tidak mempunyai perlindungan hukum dan akibat hukum
juga. Duduk perkara dalam perkara waris ini adalah adanya sengketa atau
rebutan harta waris antara dua belah pihak yaitu istri almarhum dengan anak
almarhum dari istri keduanya serta anak angkatnya dan juga adanya istri
ketiga almarhum yang dinikahi secara sirri, Harta yang diperebutkan berupa
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hotel yang merupakan peninggalan dari almarhum. Dalam hal ini harta
tersebut dikuasai oleh istri pertama almarhum dan anak almarhum karena
adanya wasiat dari almarhum. Isi gugatan dari para penggugat menjelaskan
kalau harta tersebut merupakan harta bersama antara almarhum dengan ibu
mereka yang merupakan istri kedua dari almarhum sedangkan istrinya yang
masih hidup tidak mempunya hak apa-apa. Lebih jelasnya kamu baca
putusannys. Kami memutus perkara ini dengan tidak memberikan warisan

kepa n tidak
pern, 1 tahun
1974 aja dia
men; an yang
digju lak bisa
dihei dahulu,
karei ng satu
sepei ' PA itu
bersi v untuk
pemi
I sebagai
berikut:

1. Kala 1 hanya
deng undang
pega u tidak
terds nenurut
huku 'a nikah
sirmi a tidak
mem itaupun
BaKk i it eeepr panereas opeies aae enee vy sean anveaneendK@D d

Bangkalan, sampai nikah sirri poligami juga. Jadi saya dulu ketika masih
tugas di PA Bangkalan pernah menangani kasus seperti itu. Kami memutus
perkara ini dengan tidak memberikan warisan kepada istri sirri karena kami
berpendapat kalau nikahnya tidak sah dan tidak pemah tegadi, hal ini
berdasarkan pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7
KHI Kami tidak bisa melakukan itsbat nikah tanpa adanya pengajuan
permohonan dari pihak yang berkepentingan karena hakim di PA itu bersifat
pasif mas. Kalau perkara itu sudah masuk persidangan tidak bisa dihentikan
untuk menunggu putusan sidang lain, jadi kalau mau melakukan itsbat ya
sebelum perkara ini masuk pelaku nikah sirri itu memohon untuk di itsbatkan

77 Hasil wawancara dengan hakim Arifin, pada tanggal 20 April 2012
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nikahnya itu. Dalam hal ini kenapa nikah sirri tidak di itsbatkan karena telah
masuk dalam perkara waris yang telah di sidangkan jadi seharusnya jika mau
diadakan itsbat sebelum perkara ini masuk dan disidangkan di pengadilan.
Karena perkara itsbat dengan sengketa waris ini adalah perkara yang berbeda
jadi tidak bisa dilakukan itsbat secara langsung. Hal ini berbeda dengan

perkara perceraian terhadap nikah sirri karena bisa langs.

di itsbatkan

tanpa adanya sidang sendiri tehadap itsbat nikah tersebut.”” Namun saya
pern. oligami
terle u, maka
statu ianggap
anak va. Hal
ini ¢ karena
itsba adanya
akad lakukan
deng
] eskipun
perkawi - agama
Islam. I donesia
tidak lainnya,
seperti ¢
Ti yang
dinikah 1k bisa

membuktikan perkawinannya yang sah di depan sidang pengadilan dengan

membawa kutipan akta nikah, meskipun mempunyai beberapa saksi yang

menguatkan bahwa telah terjadi perkawinan antara dua orang tersebut.

Hal ini berdasarkan pasal-pasal yang di dalam undang-undang No. 1

tahun 1974 (pasal 2 ayat 1) yang menjadi hukum positif di Indonesia dan KHI

7 Hasil wawancara dengan hakim Munasik, pada tanggal 20 April 2012
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(pasal 7) yang merupakan hukum terapan yang dipakai di Pengadilan Agama,
menyebutkan bahwa perkawinan yang sah dan diakui di Indonesia adalah
perkawinan yang mempunyai akta nikah, dengan kata lain adalah perkawinan

yang dicatatkan. Karena kebenaran yang ada di sidang pengadilan adalah

kebenar dengan
cara sir | akibat
hukun berupa
kutipan

1 amakan
adalah | awanan
dengan ibangan
yang be n Islam
terdahul

1 ohonan
dari pih a itsbat

nikah dengan syarat bisa memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah
perkawinan. Itsbat nikah itu seharusnya dilakukan sebelum gugatan waris ini
diajukan di pengadilan karena jika sudah diajukan dan mendapat tanggapan dari
tergugat jika mau melakukan itsbat nikah harus meminta izin kepada pihak
tergugat. Dan menurut hakim hal itu tidak mungkin mendapat persetujuan dari

tergugat karena merugikan dirinya, sedangkan seorang hakim tidak boleh
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mengambil keputusan sendiri untuk mengitsbatkan nikah karena hakim di
pengadilan agama itu bersifat pasif.
Selain itu, dalam hal ini nikah sirri itu tidak bisa di itsbatkan karena

telah masuk dalam perkara waris yang telah di sidangkan jadi seharusnya jika

ingin di masuk
dan disi aris ini
adalah | ngsung
dalam ¢ perkara
percerai ran erat
bisa lar t nikah
tersebut

1 rkinkan
untuk n In yang
ada der - besar,
seperti | ng laki-

laki yang sudah pernah menikah tanpa melakukan izin poligami terlebih dahulu.
Dengan alasan apabila dilakukan sidang izin poligami maka anak yang terlahir
dari pekawinan >sel;elum mendapatkan izin poligami tidak diakui sebagai anak
sah, sehingga hanya mempunyai garis keluarga dengan ibu dan kerabatnya ibu
anak tersebut. Hal ini berbeda dengan adanya itsbat nikah terhadap perkawinan

sirri polgami tersebut yaitu putusan dari itsbat nikah dalam hal ini bisa
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mengakui semua anak yang lahir sejak adanya perkwainan tersebut meskipun
dulunya belum dicatatkan.”
. Putusan Pengadilan

Setelah perkara gugat waris ini diperiksa dan disidangkan maka majlis

hakim yutusan

sebagai

1. Men

2. Men hibah
no.4 98 atas
nam | tidak
men

3. Men mglima
sudi upaten
mal:
Sebe
Sebelah Timur : Jalan raya

Sebelah Selatan : Jalan ke Makam
Sebelah Barat : Tanah Makam Desa/ Parit
Adalah harta bersama alm. Juwadi dengan dua istrinya yaitu Ngatmini dan

Rukini.

" Hasil wawancara dengan hakim Munasik
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4. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut diatas
sebagai berikut:
Alm. Juwaidi mendapatkan 1/3 bagian

Ngatmini mendapatakan 1/3 bagian

Ruki

5. Men - harta
bers: rai ahli
wari

6. Men i harta
wari

7. Men Jaryati
sebg

8. Men | harta
wari 1i anak
angk ZIZ di

Kecamatan dimana obyek sengketa berada.

9. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang tanggal 9 Desember adaiah sah dan berharga.

10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

11. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara

tanggung renteng masing-masing sebesar Rp.



